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Berdasarkan PP No. 106 Tahun 2000 tentang Pengel olaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Pasal 7 ayat (4) menyebutkan " Gubernur wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan Dekonsentrasi kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan, Pelaksanaan tugas-tugas
dekonsentrasi di Pemerintah Propinsi DK Jakarta secara operasional sampai tahun anggaran 2001
dilaksanakan oleh Kanwil-kanwil Departemen/L embaga Pemerintah Non Departemen yang ada di
Pemerintah Propinsi DK Jakarta.

Seiring diberlakukannya otonomi daerah, pelaksanaan tugas-tugas dekonsentrasi di DK Jakarta secara
signifikan telah bergeser dan berubah fungs dari Kanwil menjadi fungsi Dinas-Dinas di Propinsi DKI
Jakarta. Perubahan tersebut jelas membawa implikasi dalam pel aksanaan dekonsentrasi di DK Jakarta.
Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang bagaimana implementasi penyampaian laporan
pertanggungjawaban keuangan atas pel aksanaan dekonsentrasi di Pemerintah Propinsi DK Jakarta oleh
Dinas-dinas teknis kepada Gubemur melalui Biro Keuangan. Mengingat pembiayaannya bersumber dari
dana APBN dan juga pencatatannya terpisah dari APED, serta penyaurannyajugatidak melalui kas daerah
maka berimplikasi Biro Keuangan Pemerintah Propinsi DK Jakarta relatif mengalami kesulitan untuk
mengetahui realisasi penyerapan dana dekonsentrasi dan sangat tergantung dan masukan berupa laporan dari
unit pengguna dana dekonsentrasi tersebuit.

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, pertanyaan penelitian ini apakah sebenamya unit pengelola
proyek dana Dekonsentrasi dapat atau tidak metaksanakan kebijakan tersebut, dan apakah implementasi dad
sistem pelaporan pelaksanaan proyek pembangunan dana Dekonsentrasi sudah berjalan sesuai dengan
peraturan ?

Secara operasional penelitian yang digunakan mengunakan metode survel yaitu penelitian yang mengambil
sampel dan populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang utama. Hasil dari
survei akan diarahkan untuk mendukung analisis penelitian yang dilakukan secara deskriptif.

Obyek penelitian ini secara umum terbagi atas dua kategori yaitu pertama Biro Keuangan dan kedua adalah
unit pelaksana proyek dekonsentrasi di DK 1 Jakarta, dimana menurut data tahun anggaran 2002 berjumlah
30 (tiga puluh) proyek dekonsentrasi.

Dari hasil analisis bahwa imptementasi sistem pelaporan yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan maupun
unit-unit pengelola proyek Dekonsentrasi di Dinas-dinas teknis untuk tahun anggaran 2002 masih belum
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melaksanakan peraturan ditetapkan. Biro Keuangan melakukan pencatatan dana Dekonsentrasi tidak
berdasarkan data yang diperoleh langsung dari Pemimpin Proyek. Begitu pula dengan Dinas-Dinas Teknis,
masih mengirimkan laporannya secara langsung kepada Departemen/L embaga Teknisnya masing-masing
setiap bulannya.

Untuk mengukur dapat tidaknya suatu kebijakan mencapal sasaran atau tujuan yang dikehendaki oleh
pembuat kebijakan dari hasil penelitian berdasarkan jawaban dari para responden adalah sebagai berikut :

Secara umum komunikasi di unit keproyekan tergolong baik terbukti dengan nilai rata-rata variabel sebesar
41,93,

Sumber daya yang mendukung unit keproyekan diperoleh nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 28,33. Dari
rata-rata nilal tersebut mencerminkan bahwa sumber daya yang mendukung sistem pelaporan proyek
dekonsentrasi tergolong cukup baik.

Adapun sikap yang berkembang di unit keproyekan dikategorikan cukup baik dengan indikator diperolehnya
rekapitulasi skor jawaban responden dengan nilai rata-rata sebesar 19,00. Hasil ini mengindikasikan pula
bahwa sikap para pelaksana yang terkait dengan pelaporan proyek dekonsentrasi cukup kondusif.

Terakhir adalah variabel struktur birokrasi dimana didapat kesimpulan bahwa struktur birokrasi yang
mendukung sistem pelaporan proyek dekonsentrasi tergolong baik, karena nilai rata-ratanya berada pada
interval antara 23 sampal dengan 30 yang terkategori baik.

Merujuk hal tersebut di atas, dapat dipertimbangkan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat
meningkatkan kinerja masing-masing unit yaitu dengan mengadakan pertemuan secara periodik dan perlu
membentuk Tim Koordinas Pelaksanaan Proyek Dekonsentrasi di DKI Jakarta melalui penerbitan Surat
Keputusan Gubernur. Tim Koordinasi ini merupakan wadah Pintas sektoral/unit dan lintas lembaga dalam
rangka merumuskan langkah-langkah konkrit bagi terwujudnya koordinasi yang optimal antar unit dalam
pelaksanaan pelaporan proyek Dekonsentrasi di DK Jakarta. Adapun aspek lain yang menyangkut kinerja
dari unit-unit pengelola proyek dekonsentrasi dalam mendukung pel aksanaan suatu kebijakan yang sudah
relatif baik tersebut perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan, karena akan memberikan pengaruh positif
bagi kinerja pelaporan proyek dekonsentrasi di masa mendatang.



